PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 53 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

bahwa dalam rangka mengelola uang daerah, menunjang
kelancaran penerimaah daerah, dan membiayai kegiatan
pemerintah daerah/pengeluaran daerah sesuai rencana
pengeluaran serta Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk
Deposito Pada Bank perlu adanya kebijaksan Pengelolaan
keuangan daerah sesuai kaidah pengelolaan keuangan
publik yang efektif, efisien, transfaran dan bertanggung
jawab.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3843) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4962);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah beberapa kali, terakhir Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4714);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
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Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887 ) ;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010
Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2017
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Kuala ( Berita daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2017 Nomor 35);

Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 106 Tahun 2017

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018;
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
REKENING KAS PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan
Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
Bupati adalah Bupati Barito Kuala.

1.
2.
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Pemerintah = Daerah  adalah kepala daerah  sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
daerah sebagai daerah otonom.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum
Daerah.

Pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi  perencaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,yang selanjutya disingkat PPKD
adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum
Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat kuasa
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
tugas BUD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah,yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Satuan kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup
pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk
menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan arus
kas secara optimal.

Rekening kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh kepala untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.
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Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima,menyimpan,menyetorkan,menatausahakan,dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan dan membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD .

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara
penerimaan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara
pengeluaran.

Penerimaaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah
Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan
dengan pihak bank.

Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak
bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini
yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.

Nisbah adalah besaran bagi hasil antara nasabah dan pihak bank.

BAB II
UANG DAERAH

Pasal 2

(1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.

(2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang
dalam kas daerah dan uang pada bendahara penerimaan daerah dan
bendahara daerah.

(1)

Pasal 3

Penambahan uang daerah bersumber dari :

a. Penerimaan daerah, antara lain pendapatan Asli Daerah, Dana
Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

b. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah,
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan
pelunasan piutang;dan

c. Penerimaan daerah lainnya,antara lain penerimaan perhitungan
pihak ketiga.



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Pengurangan uang daerah diakibatkan oleh ;

a. Belanja daerah ;

b. Pengeluaran pembiayaan,antara lain pembayaran pokok
utang,penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian
pinjaman;dan

c. Pengeluaran daerah lainnya,antara lain pengeluaran perhitungan
pihak ketiga,dan pengeluaran daerah lainnya.

BAB III

REKENING KAS UMUM DAERAH,
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Rekening Kas Umum Daerah
Pasal 4

Bupati menunjuk Bank Umum yang sehat sebagai pemegang rekening kas
daerah untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan
daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Penunjukan bank yang sehat sebagai pemegang rekening kas daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara
Umum Daerah membuka rekening kas Umum Daerah pada Bank Umum
yang ditunjuk Bupati sebagaimana pada ayat (1).

Pembukaan rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dan
Bank Umum yang ditunjuk.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang kurangnya
mencakup ;

a. Jenis pelayanan yang diberikan;

b. Mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;

c. Pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening
Kas Umum Daerah;

Pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;

Pemberian imbalan atas jasa pelayanan;

Kewajiban menyampaikan laporan;

Sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar
karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;dan

Tata cara penyelesaian perselisihan.(CEK DALAM PKS)

5o th o A

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan
ketentuan pada Bank Pemegang Rekening Kas Daerah.

Pasal 5
Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekering penerimaan pada

Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan operasional penerimaan daerah.



(2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai
rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke
rekening Kas umum Daerah paling kurang sekali sehari pada akhir hari
kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank
Umum bersangkutan.

(3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati melalui
bendahara Umum Daerah mengatur pelimpahan secara berkala yang
diatur dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank
yang bersangkutan.

(4) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada
Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.

(5) Rekening sebagaiamana dimaksud pada (4) dioperasikan sebagai
rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai
kegiatan/pengeluaran kas pemerintah daerah sesuai rencana
pengeluaran.

(6) Bendahara Umum Daerah dapat menentukan saldo minimal yang ada
pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Jumlah saldo minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat
dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum
yang ditunjuk.

(8) Pemindahan dana dari rekering penerimaan dan/atau rekening
pengeluaran pada Bank Umum ke rekening Kas Umum Daerah
dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara
Umum Daerah.

BAB IV
PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi kelebihan kas uang daerah yang belum digunakan,
BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan uang daerah pada rekening dalam
bentuk deposito yang menghasilkan bunga/nisbah/bagi hasil dengan
ketentuan bunga/nisbah/bagi hasil yang berlaku.

(2) Penempatan uang daerah pada bank umum dilakukan dengan memastikan
bahwa BUD/Kuasa BUD dapat menarik kembali uang tersebut sebagian
atau seluruhnya pada rekening kas umum daerah pada saat diperlukan.

Pasal 7

(1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah deposito
berjangka waktu 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis
pada bilyet deposito di bank umum.

(2) BUD/Kuasa BUD dapat menarik deposito sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada
saat diperlukan sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan pinalti dan pajak.



(3) Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas deposito sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah.

Pasal 8

(1) Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dilaksanakan pada bank
umum yang sehat dan berkedudukan sebagai kantor cabang atau cabang
pembantu di Kabupaten Barito Kuala, untuk memperoleh manfaat
ekonomi, sosial dan/atau manfaat lain sepanjang tidak mengganggu
likuiditas keuangan daerah.

(2) Penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan pada bank umum yang :
a. mengajukan penawaran suku bunga/nisbah/bagi hasil sesuai kriteria
bank;
b. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat; dan
c. melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau
Corporate Social Responsibility di Kabupaten Kabupaten Barito Kuala.

BAB V
PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN KEMITRAAN

Pasal 9

(1) Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati Barito Kuala
dengan tembusan Kepala BPKAD dengan melampirkan dokumen sebagai
berikut :
a.surat permohonan sebagai mitra kerjasama yang ditandatangani oleh
Pimpinan Bank Umum;

b.surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang
ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah ditandatangani
oleh Pimpinan Bank Umum; dan

c. fotocopy surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku.

(2) Kepala BPKAD selaku BUD melakukan rekapitulasi permohonan kemitraan
sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan kerjasama.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 10

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati
dan Pimpinan Bank Umum membuat Kesepakatan Bersama penempatan
uang daerah dalam bentuk deposito sebelum melaksanakan penempatan
uang daerah.

(2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti
dengan Perjanjian Kerja Sama antara BUD dengan Pejabat Bank Umum
yang ditunjuk.



BAB VII
TATA CARA PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 11

(1) Bank umum secara aktif mengajukan penawaran penempatan uang daerah
dalam bentuk deposito dengan disertakan tingkat suku bunga/nisbah/bagi
hasil kepada Kepala BPKAD selaku BUD.

(2) Tata cara penempatan uang daerah dalam bentuk deposito adalah sebagai
berikut :

a. BUD/Kuasa BUD mencermati suku bunga/nisbah/bagi hasil deposito
di bank umum sebagai dasar untuk menempatkan uang daerah;

b. BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan uang daerah dalam
bentuk deposito yang disampaikan ke pemegang kas daerah agar segera
melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari Rekening Kas
Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Kabupaten
Bantul pada bank yang ditunjuk; dan BUD/Kuasa BUD menyusun
surat penempatan deposito yang disampaikan ke bank umum yang
ditunjuk untuk menempatkan uang daerah dalam bentuk deposito atas
nama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

c. Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan ditempatkan dalam
bentuk deposito pada bank umum, disesuaikan dengan kemampuan
dan likuiditas keuangan daerah.

Pasal 12

(1) Bank umum yang menyimpan uang daerah dalam bentuk deposito
mempunyai kewajiban :

a. menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah uang
daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
penempatan;

b. memberikan bunga deposito sesuai suku bunga/nibah/bagi hasil yang
disepakati;

c. melaporkan perkembangan penempatan uang daerah yang berisikan
catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil
deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD setiap akhir bulan;
dan memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku
bunga/nisbah/bagi hasil dan secara otomatis menyesuaikan dengan
suku bunga baru.

BAB VIII
PENCAIRAN UANG DAERAH

Pasal 13

(1) BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang
ditempatkan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan
deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada bank umum yang ditunjuk.

(2) Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD, bank umum
segera melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan
pencairan deposito paling lama 3 (tiga) jam sebelum melakukan transfer
sejumlah nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah.



(3) Apabila pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka

(1)

perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil berdasarkan peraturan
perundangundangan di bank umum.

BAB IX
EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 14

BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan
perjanjian kemitraan dan resiko penempatan pada bank umum paling
sedikit 3(tiga) bulan sekali. Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian
kemitraan dengan bank umum.

Pasal 15

(1) BUD/Kuasa BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan

penempatan uang daerah yang didepositokan ke bank umum.

(2) BUD/Kuasa BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

jumlah deposito dan bunga/nisbah/bagi hasil deposito dengan bank
umum, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.

BAB X
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING

Pasal 16

Pembukaan Rekening sebagaimana dimaksud diatas harus mendapat
sebengatahuan dari Bendahara Umum Daerah

Penutupan  Rekening sebagaimana dimaksud diatas mendapat
sebengatahuan dari Bendahara Umum Daerah dan/atau dilakukan
langsung oleh Bendahara Umum Daerah.

Pembukaan rekening lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas SKPD
juga harus mendapat mendapat sebengatahuan dari Bendahara Umum
Daerah.

Penutupan rekening lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas SKPD juga
harus mendapat mendapat sebengatahuan dari Bendahara Umum Daerah
dan/atau dilakukan langsung oleh Bendahara umum Daerah.

BAB XI
BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO SERTA PELAYANAN

Pasal 17

Pemerintah daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang
disimpan pada Bank Umum yang ditunjuk.

Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah daerah disetor ke Rekening kas
Umum Daerah.



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
Pelaksanaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berdasarkan
perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku
BUD dengan pihak bank sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap

berlaku sampai jangka waktu perjanjian berakhir.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 7 Agustus 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal  Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

H. SUPRIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 53



